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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 65 TAHUN 2020
TENTANG

KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR
MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk
Transportasi Jalan, telah diatur salah satu percepatan
program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui
pemenuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai;

bahwa untuk mendukung program kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai, perlu dilakukan konversi sepeda
motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda
motor listrik berbasis baterai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pehubungan tentang Konversi Sepeda
Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda

Motor Listrik Berbasis Baterai;
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Mengingat

Menetapkan :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
146);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONVERSI
SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR
MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

2. Motor Bakar adalah motor penggerak yang menggunakan
bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga

penggerak.
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Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang
mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi
mekanik sebagai tenaga penggerak.

Konversi adalah proses perubahan sistem motor
penggerak Kendaraan Bermotor dari Motor Bakar
menjadi Motor Listrik.

Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta
perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap
dipergunakan.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua)
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa
kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga)
tanpa rumah-rumah.

Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai adalah Sepeda
Motor yang digerakan dengan Motor Listrik dan
mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari
baterai secara langsung di kendaraan.

Bengkel Konversi adalah bengkel umum yang telah
memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk
melakukan Konversi yang telah mendapat persetujuan
Direktur Jenderal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Darat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KONVERSI

Pasal 2

Setiap Sepeda Motor dengan penggerak Motor Bakar yang

telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan

Konversi menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
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(1)

Pasal 3
Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
komponen:

a. Dbaterai;

o

sistem baterai manajemen;

c penurun tegangan arus searah (DC to DC converter);
d. Motor Listrik;

e. controller/inverter;

f.  inlet pengisian baterai; dan

g. peralatan pendukung lainnya.

Komponen baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus dilengkapi dengan laporan pengujian atau
sertifikat yang dapat berupa Standar Nasional Indonesia.
Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan

keselamatan.

Pasal 4

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya

dilakukan oleh bengkel umum yang telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai

Bengkel Konversi.

(1)

BAB III
BENGKEL KONVERSI

Pasal 5

Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Bengkel
Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bengkel
umum harus memenuhi persyaratan sebagai Bengkel
Konversi.
Persyaratan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada Kendaraan

Bermotor paling sedikit:

1. 1 (satu) orang teknisi perawatan; dan

2. 1 (satu) orang teknisi instalatur.
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b. memiliki peralatan khusus untuk Instalasi sistem

penggerak Motor Listrik pada Sepeda Motor;

c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga;
d. memiliki peralatan uji perlindungan sentuh listrik;

e. memiliki peralatan uji hambatan isolasi;

f.  memiliki mesin pabrikasi komponen pendukung

Instalasi; dan
g. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.
Teknisi perawatan dan teknisi instalatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi
persyaratan:
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang
teknologi otomotif dan elektronik; dan
b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun
sebagai teknisi Kendaraan Bermotor.
Dalam hal pendidikan kompetensi terkait perawatan
sistem penggerak Motor Listrik atau pemasangan
Instalasi sistem penggerak Motor Listrik telah tersedia,
teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

harus melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi.

Pasal 6

Bengkel umum yang memenuhi persyaratan sebagai
Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada
Direktur Jenderal.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap
pemenuhan persyaratan sebagai Bengkel Konversi.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bengkel umum yang dinyatakan telah memenuhi
persyaratan sebagai Bengkel Konversi diberikan sertifikat
Bengkel Konversi.

Bentuk surat permohonan dan sertifikat Bengkel
Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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